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Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
penetapan Perppu Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pemerintah menilai adanya kegentingan 
yang memaksa karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah 
tidak dapat menyesuaikan kebutuhan hukum saat ini. Hizbut Tahrir Indoensia telah 
terbukti berkeinginan mengubah Indonesia yang berasaskan Pancasila menjadi khilafah. 
Penelitian ini bertujuan untuk:  1) Mengetahui urgensi pembubaran ormas Hizbut 
Tahrir Indonesia menurut kontitusi di Indonesia. 2) Mengetahui bagaimana pembubaran 
ormas Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia berbasis Pancasila. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan 
adalah normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, 
wawancara, dianalisis dengan cara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa HTI mendakwahkan doktrin negara 
khilafah pada para pengikutnya, pelanggaran tersebut merupakan wujud pikiran dan niat 
jahat yang telah ada sejak ormas tersebut didaftarkan. HTI tidak cocok dengan kondisi 
Indonesia, apalagi sampai menentang Pancasila. Pemerintah dapat membubarkan HTI 
atau ormas lainnya sepanjang dilakukan melalui prosedur dan alasan yang jelas, dengan 
tujuan memastikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang demokratis 
berlandaskan pada Pancasila dan NKRI. Kemudian Kemenkumham membubarkan HTI 
dengan pencabutan status badan hukumnya. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.  
Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan 
bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan 
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




 The government passed Law Number 16 of 2017 on the determination of 
Regulation Number 12 of 2017 on amendments to Law Number 17 of 2013 on Community 
Organizations. The government considers there is a crunch that is forced because Law 
Number 17 of 2013 on community organizations has been unable to adjust the current 
legal needs. Hizbut Tahrir Indonesia has been shown to want to turn Pancasila-based 
Indonesia into a caliphate. 
This study aims to: 1) Know the urgency of the dissolution of hizbut tahrir 
indonesia according to the contitusi in Indonesia. 2) Find out how the dissolution of 
hizbut tahrir indonesia in Indonesia based on Pancasila. 
This type of research is literature research, the approach used is normative-
empirical, the data collection technique is through literature studies, interviews, analyzed 
in qualitative ways. 
The results of this study showed that HTI preached the doctrine of the caliphate 
state to its followers, the violation is a form of evil thoughts and intentions that have 
existed since the order was registered. HTI does not fit the condition of Indonesia, 
especially until it opposes Pancasila. The government can disband HTI or other 
organizations as long as it is carried out through clear procedures and reasons, with the 
aim of ensuring order and security in a democratic society based on Pancasila and the 
Republic of Indonesia. Then kemenkumham disbanded HTI with the revocation of the 
status of legal entity. This is reinforced by Law Number 16 of 2017. 
Based on this research is expected to be a material information and input for 
students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, 
University of Pancasakti Tegal. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Konstitusi menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang mempunyai arti bahwa 
Indonesia adalah negara hukum dimana dalam menjalankan kehidupan 
bernegara, maka sepenuhnya pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan 
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, kekuasaan sebuah 
negara hukum dijalankan oleh pemerintah berdasarkan supremasi hukum 
yang mempunyai tujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum, 
supremasi hukum tersebut mempunyai tiga macam ide dasar dari sebuah 
hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian.1 
Dibentuknya Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, 
kemakmuran, kesejahteraan dan patuh terhadap Pancasila serta Undang-
Undang Dasar 1945 bagi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, perlunya dilaksanakannya pembangunan di berbagai bidang yang 
pada dasarnya adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia 
seluruhnya. Sebagaimana dasar dari pembangunan, maka pembangunan 
merupakan bagian dari pengamalan Pancasila. 
 
1Muhammad Yusni, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Penegakan Hukum Versus 
Opini Publik dari: https://komisi-kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-versus-opini-publik/, 
diakses pada tanggal 13 Februari 2021. 
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Dalam prinsip pembangunan memuat setidaknya dua pokok masalah 
yang harus diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional harus menuntut 
keaktifan semua lapisan masyarakat Indonesia. Kedua, pembangunan 
nasional adalah salah satu bagian dari mengamalkan Pancasila, maka tingkat 
keberhasilan dapat ditentukan oleh sikap dan kesetiaan masyarakat 
Indonesia terhadap Pancasila. Sepatutnya, tingkat kesadaran masyarakat 
harus ditumbuhkan, karena pembangunan ditujukan untuk manusia dan 
semua masyarakat Indonesia. Pendekatan ini adalah salah satu usaha 
menumbuhkan kesadaran tersebut dan upaya untuk peningkatan kesadaran 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengarah kepada 
pembanguan nasional.2 
Salah satu keikutsertaan untuk aktif dalam pembangunan nasional 
adalah mengikuti kegiatan organisasi kemasyarakatan. Organisasi 
masyarakat atau ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk 
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  
Pada tanggal 24 Oktober 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan  
telah resmi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 menggantikan 
 
2Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 135. 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Perppu ormas disahkan menjadi 
Undang-Undang melalui rapat paripurna oleh DPR di kompleks parlemen, 
Jakarta. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon memimpin rapat paripurna tersebut, 
yang juga dihadiri oleh beberapa nama menteri antara lain Menkum HAM 
Yasona Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, serta Menkominfo Rudiantara. 
Dalam rapat pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang setidaknya 
terdapat tiga kekuatan yang mendukung Perppu Ormas, yaitu Golkar, 
Nasdem, PDIP dan Hanura. Selanjutnya tiga fraksi, yaitu PKB, PPP dan 
Demokrat mendukung pengesahan Perppu ormas menjadi Undang-undang 
akan tetapi dengan catatan tambahan perlu dilakukan revisi apabila Perppu 
itu ingin disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan tiga fraksi yang 
tegas menolak adalah Gerindra, PAN dan PKS. Voting dilakukan dengan 
tujuh fraksi melawan tiga fraksi, akhirnya Perppu ormas disepakati melalui 
suara terbanyak menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.3 
Presiden Joko Widodo akhirnya mengesahkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 12 Tahun 2017 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Masyarakat pada tanggal 22 November 2017.4 Pemerintah 
menilai adanya kegentingan yang memaksa karena Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak dapat menyesuaikan kebutuhan 
 
3Hary Lukita Wardany, Detik News, Sah! PERPPU Ormas Jadi UU dari: 
https://news.detik.com/berita/3697962/sah-PERPPU-ormas-resmi-jadi-uu, diakses pada 
tanggal 10 Oktober 2020. 
4Jogloabang, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dari: 




hukum saat ini. Terkhusus yang terkait dengan ormas yang berpotensi 
mengancam ideologi Pancasila dan harus segera ditangani. Undang-Undang 
tersebut disahkan untuk mengantisipasi Gerakan-gerakan ormas yang dinilai 
dapat memberi ancaman bagi eksistensi negara dan dapat menimbulkan 
konflik.5 
Dalam paham-paham Siracusa yang mengatut tentang keadaan public 
emergency, pada paham No. 39, merupakan keadaan dimana terdapat 
ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa yang mempengaruhi 
sebagian atau seluruh populasi wilayah suatu negara. Selain itu, adanya 
ancaman fisik yang mengancam integritas sebagian/seluruh populasi 
wilayah suatu negara.6 Penentuan keadaan bahaya yang dapat menimbulkan 
kegentingan yang memaksa ini memerlukan analisis kontekstual terhadap 
fenomena atau peristiwa yang terjadi. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebuah produk hukum, 
seyogyanya sebuah produk hukum memiliki sisi kepastian hukum sebagai 
sebuah syarat mutlak, dengan adanya kepastian hukum tersebut maka 
konsekuensinya adalah setiap apa yang telah diatur dalam produk hukum 
harus ditaati oleh mereka yang dikenai oleh produk hukum itu untuk 
dilaksanakan dengan baik dan benar. Pedoman tentang hukum itu adalah 
 
5Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparnyo, Kedudukan Undang-Undang Keormasan 
terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia, Jurnal Suara Keadilan Vol. 19, No. 1, 
2018. 
6Kompas.com, Antara Maknda Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya 
dalam Penerbitan Perppu dari: https://biz.kompas.com/read/2017/10/16/100409028/antara-
makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu, diakses 
pada tanggal 27 November 2020. 
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himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat atau aparat 
pemerintah untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu 
masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan 
sosial.7  
Pada saat itu Indonesia sedang menghadapi ancaman ideologis dari 
ormas yang mengkampanyekan anti nasionalisme dan berkeinginan 
mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Pada saat itu, 
Perppu tersebut dipakai Pemerintah untuk membubarkan ormas HTI (Hizbut 
Tahrir Indonesia) yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila. 
Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak melalui proses 
peradilan, menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena dinilai 
bertentangan dengan konsep Negara hukum.8 
Status badan hukum ormas HTI kemudian dicabut oleh Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. 
Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-
30.AH.01.08 Tahun 2017 yang berisi pencabutan status badan hukum 
perkumpulan HTI pada 19 Juli 2017. Sebelumnya, pada tanggal 2 Juli 2014 
 
7Erina Pane, Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum 
Lingkungan, Jurnal Pranata Hukum Vol. 4, No. 1, Januari 2009. hlm. 58. 
8Imam Sarifuddin, Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum, 
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Agustus 2019. hlm. 73. 
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HTI diketahui sebagai badan hukum perkumpulan atau ormas dengan nomor 
pendaftaran AHU-00282.60.10.2014 yang tercatat di Kemenkumham.9 
Hizbut Tahrir Indoensia adalah cabang dari Gerakan internasional, 
Hizbut Tahrir atau Liberation Party (Partai Pembebasan).10 HTI telah 
terbukti berkeinginan mengubah Indonesia yang berasaskan Pancasila 
menjadi khilafah, salah satunya lewat berbagai video rekaman. Dakwah 
yang dilakukan HTI mendoktrinkan kepada para pengikutnya untuk 
mewujudkan negara kekhilafahan. HTI dianggap dapat memunculkan 
konflik di masyarakat yang bisa menganggu dan membahayakan keamanan 
serta ketertiban masyarakat Indonesia. Sehingga, tidak dapat dikembalikan 
status keormasannya ketika status badan hukumnnya dicabut.11 
Merujuk pada pengertian konvensional dari hukum, hukum 
merupakan suatu aturan yang dihasilkan oleh Pemerintah yang dianggap sah 
dan dapat dipaksakan dalam prakteknya. Dalam pemaksaan tersebut dikenal 
adanya reward dan punishment didalam konsep hukum tersebut, yang 
diberikan oleh negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan lebih.12 
Hukum menjadi semakin penting dalam kontesktualiatasnya terutama 
kaitannya dengan kebijakan publik sebagai instrumen pengatur masyarakat. 
 
9Kompas.com, HTI Resmi dibubarkan Pemerintah dari: 
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-
pemerintah?page=all, diakses pada tanggal 30 November 2020. 
10Wildan Nasution, Harian Momentum, Urgensi Pembubaran HTI dan FPI? dari 
http://m.harianmomentum.com/read/869/urgensi-pembubaran-hti-danfpi, diakses pada 
tanggal 12 Februari 2021. 
11BBC News Indonesia, HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan  
dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822, diakses pada tanggal 30 
November 2020. 
12Muchsin dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Surabaya: Pustaka Pelajar 
Offset, 2015, hlm. 6. 
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Hukum dan kepastian hukum harus dapat berdiri dalam posisi yang 
tepat, artinya di satu sisi hukum harus dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan adanya kepastian hukum dan di sisi lain hukum juga tidak 
boleh menjadikan dirinya sebagai instrumen sosial yang kaku dan bisa 
menjadi penghalang bagi kemampuan responsifitas kebijakan publik yang 
ada. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “Urgensi 
Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Konstitusi di Indonesia 
(Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia)”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diajukan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana urgensi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia menurut 
kontitusi di Indonesia? 
2. Bagaimana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia 
berbasis Pancasila? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui urgensi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia 
menurut kontitusi di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pembubaran ormas Hizbut Tahrir 
Indonesia di Indonesia berbasis Pancasila. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan 
berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang 
diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari 
penelitian ini antara lain:  
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terutama terkait wewenang 
dan langkah strategis Pemerintah dalam pembubaran organisasi 
masyarakat. 
b. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan 
bagi pemerintah untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan dan 
kewenangannya sesuai Undang-Undang yang berlaku. 
Dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti/pihak lain di masa 
mendatang yang ingin mengkaji kebih lanjut mengenai objek studi 
kajian tentang pembubaran ormas menurut konstitusi di Indonesia. 
E. Tinjauan Pustaka 
Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian lain terdapat uraian hasil 
penelitian yang dianggap relevan untuk kemudian dianalisis dilihat dari 




Penelitian Damaitu dan Wada yang berjudul “Wewenang Pemerintah 
Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat”. Penelitian ini menjelaskan 
apabila ormas melanggar aturan-aturan dalam bab larangan pada pasal 59 
UU Nomor 17 Tahun 2013, maka dapat dikenai sanksi dari pemerintah 
berupa sanksi admisntratif. Pengenaan sanksi adminstratif dilakukan secara 
bertahap dimulai dari pemberian surat peringatan paling banyak tiga kali, 
pemberhentian bantuan sementara, pembekuan surat keterangan terdaftar 
dan pencabutan surat keterangan terdaftar yang berakibat pada pembubaran 
ormas.13 Posisioning peneliti menitikfokuskan bagaimana implikasi hukum 
kepada HTI yang terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum dan apa 
yang dijadikan parameter oleh pemerintah untuk membubarkan HTI. 
Penelitian Magfirah Maasum yang berjudul “Penerapan sanksi 
Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila di Tinjau 
dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. 
Penelitian ini menjelaskan bentuk peraturan ormas yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengakomodir 
kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya dengan 
Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan adanya penerapan sanksi terhadap 
ormas yang bertentangan dengan Pancasila menurut UU Nomor 17 Tahun 
 
13Igam Arya Wada dan Emanuel Raja Damaitu, Wewenang Pemerintah dalam 




2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.14 Posisioning peneliti 
menitikfokuskan pada perbedaan pembubaran ormas menurut UU Nomor 
17 Tahun 2013 dan UU Nomor 16 Tahun 2017. 
Penelitian Prasetyo yang berjudul “Pembubaran Hizbut Tahrir di 
Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik”. Penelitian ini menjelaskan 
Pemerintah membubarkan HTI karena konsep yang dikembang HTI 
dianggap bertolakbelakang dengan Pancasila sebagai Ideologi Indonesia. 
Konsep Hizbut Tahrir Indonesia berbeda dengan tempat lahirnya (Hizbut 
Tahrir) yaitu di Timur Tengah. HTI sangat menekankan syariat Islam, yang 
kurang bisa diterima oleh beberapa masyarakat Indonesia yang beragama 
Non-Islam atau bahkan umat Islam di Indonesia itu sendiri. Salah satu 
penyebab pembubaran HTI adalah terasingnya ormas ini dari pemerintahan 
Indonesia.15 Posisioning peneliti apa urgensi pembubaran HTI yang 
dilakukan pemerintah menurut konstitusi di Indonesia. 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian kepustakaan adalah data dasar yang dalam ilmu 
penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi 
surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi 
 
14Magfirah Maasum, Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan 
Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2103 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan, Jurnal Lex Crime Vol. X, No. 5, Juli 2017. 
15Bambang Prasetyo, Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial 
Politik, Jurnal Studi Keislaman Vol. 19, No. 2, Juni 2019. 
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yang dikeluarkan oleh pemerintah.16 Adapun penulis menggunakan 
referensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-
Undang.  
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan normatif empiris (applied law research), yaitu metode 
penelitian yang memadukan unsur hukum normative dengan 
penambahan unsur empiris atau data. Penelitian hukum normatif empiris 
merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif 
empiris berupa produk perilaku hukum. 17 
c. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari 
mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 




16Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2009, hlm. 24. 




1) Data Primer 
Sumber primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pegumpul data melalui pihak pertama, 
biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain.18 Sumber data 
primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dimana 
data tersebut nantinya akan diidentifikasi dan dianalisis. 
Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah Ustad Prayito 
Ahmad, seorang eks HTI sejak tahun 2017. Saat bergabung dengan 
HTI, Beliau merupakan penanggung jawab HTI karesidenan 
Pekalongan. Saat ini beliau merupakan pengasuh Ponpes Daru Ulil 
Albab Warureja Tegal. 
2) Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang 
berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.19 
Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung jenis 
penelitian kepustakaan yang penulis lakukan.  
d. Metode Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data digunakan dalam penelitian ini berupa 
wawancara dan metode kepustakaan. Wawancara adalah interaksi bahasa 
 
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013, hlm. 172. 
19Amirudin dan Zainal Asyikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010, hlm. 150. 
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yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah 
seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau 
ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat 
dan keyakinannya.20 Metode Kepustakaan diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen resmi, hasil penelitian.21 Dan jurnal, artikel, surat kabar 
yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan. 
e. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dilalukan secara analisis kualitatif. Metode 
analisis data kualitatif dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari 
bahan hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang 
mendukung dan ditarik kesimpulan.22 Bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi 
atau preskripsi terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan 
bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis 
sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan 
rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
 
 
20Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 
50. 
21Ibid, hlm. 107. 
22Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press), 2007, hlm. 71. 
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G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai 
tahapan di dalam penulisan yaitu:  
Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual, mennguraikan secara umum tinjauan 
umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang konstitusi, tinjauan 
umum tentang organisasi masyarakat dan tinjauan umum tentang Hizbut 
Tahrir Indonesia.  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan 
masalah yang berkaitan dengan : 1). Bagaimana urgensi pembubaran ormas 
Hizbut Tahrir Indonesia menurut kontitusi di Indonesia, 2). Bagaimana 
pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia berbasis Pancasila. 
Bab IV Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang 






A. Negara Hukum 
Negara hukum telah ada dan telah terkonsep sejak jaman Yunani, 
Aristoteles menyebutkan “Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas 
hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga Negara”. Kebahagiaan 
masyarakat dapat tercapai dengan adanya keadilan. Maka dari itu norma-
norma Susila harus ditanamkan pada rakyat, agar mereka taat terhadap 
peraturan hukum, mencerminkan keadilan dan menjadi warga negara yang 
baik.23 
Negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana tindakan 
pemerintah dan rakyat didasarkan pada hukum hukum, hal ini untuk 
mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa dan 
tindakan rakyat atas kehendaknya sendiri.24 Untuk menghindari tindakan-
tindakan itulah dapat dilakukan salah satu cara yaitu menjadikan hukum 
sebagai alat kontrol sosial yang bersumber pada kemanfaatan hukumdan 
kepastian hukum itu sendiri. Oleh sebab itu adanya hukum dapat menjadi 
dasar dan harapan bagi keadilan serta untuk memperjuangkan hak-hak 
warga negara. 
 
23Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan 
Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 37, No. 2, Juni 2007, hlm. 305. 
24Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 
2000, hlm. 91. 
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Negara dan hukum merupakan sebuah interelasi. Negara tanpa hukum, 
tidak mempunyai kewibaan sedangkan hukum tanpa adanya dukungan 
negara, akan tidak mudah untuk ditegakkan. Dalam hubungan tersebut, 
hukum melegitimasi negara sedangkan negara menciptakan dan 
menegakkan hukum. Jadi, yang menjadi ciri khusus dari sebuah negara 
hukum adalah hubungan timbal balik antara negara dan hukum.25 
Teori pemikiran manusia mengenai negara hukum terus mengalami 
perkembangan dalam sejarah peradaban manusia. Walaupun negara hukum 
dinilai sebagai konsep yang umum dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab, 
akan tetapi pada implementasinya mempunyai ciri dan karakter tersendiri di 
berbagai negara. Hal tersebut terjadi karena pengaruh sejarah bangsa selain 
pengaruh dari faham filsafat, falsafah bangsa dan ideologi suatu negara.26 
Secara praktis dan historis, negara hukum lahir dalam berbagai model 
seperti rule of law, rechtsstaat dan beberapa konsep lainnya.27 
Konsep rechsstaat sendiri muncul pada abad ke-19, yang 
dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini menerangkan unsur-
unsur negara hukum (rechtsstaat) sebagai berikut:28 
1. Perlindungan terhadap (HAM) hak asasi manusia 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 
 
25Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5, Bandung: 
Grafitri, 2004, hlm. 12. 
26Lukman Santoso Az, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum 
Indonesia Pasca Reformasi, Yogyakarta: Nadi Offset, 2016, hlm.10. 
27Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya 
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa 
Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.63. 
28Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina 
Ilmu, 1987, hlm.76-82. 
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3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
Hampir bersamaan dengan itu, lahir konsep negara hukum (rule of 
law) dari A. V. Dicey, yang lahir dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey 
mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut:29  
1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya 
kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power).  
2. Persamaan di depan hukum (equality before the law).  
3. Hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang (melalui konstitusi di 
negara lain) dan keputusan pengadilan. 
Negara hukum dinilai menjadi pilihan terbaik untuk menata kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang berasaskan demokrasi dengan suatu 
konstitusi yang mengatur hubungan negara dan rakyatnya.30 Setiap 
permasalahan hukum yang terjadi dalam pemerintahan beserta masyarakat 
harus diselesaikan dengan hukum. Indonesia, sebagai negara hukum 
memiliki implementasi tahap serangkaian proses hukum yang dibagi 
menjadi dua tahapan yaitu, proses pembuatan hukum dan penegakan 
hukum. Peraturan pembuatan hukum pada dasarnya diharuskan bersumber 
pada UUD 1945 agar semua tindakan pemerintah dan aparat penegak 
hukum tetap seimbang dengan lembaga yang diatur. 
 
29Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm.57-58. 
30Nurul Qamar, Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang, Makassar: Pustaka 
Refleksi, 2010, hlm. 1. 
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Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis di Indonesia 
dan  refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah 
menggariskan beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip dasar tersebut 
tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Indonesia sebgaai negara hukum harus memiliki 
kriteria untuk menegakkan hukum agar sesuai dengan prinsip yang 
termaktub dalam UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas 
pokok pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum:31 
1. Supremasi hukum 
2. Asas legalitas  
3. Persamaan dalam hukum  
4. Organ-organ penunjang yang independent 
5. Pembatasan kekuasaan 
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
7. Mahkamah Kontitusi 
8. Peradilan Tata Usaha Negara 
9. Peradilan bebas dan tidak memihak 
10. Demokratis 
11. Transparan dan kontrol sosial 
12. Sarana mewujudkan tujuan bernegara 
 
31Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Edisi Ke-dua, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131-132. 
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Dalam konsep negara hukum, hak semua warga negara memiliki 
kedudukan yang sama di mata hukum (equal). Negara hukum tidak hanya 
menumpukan pada aturan-aturan yang bersifat formal, namun juga 
memperhatikan hak warga negaranya. Syarat-syarat representative 
government under the rule of law menurut International Commission of 
Jurist:32 
1. Adanya pegadilan yang bebas dan tidak memihak 
2. Adanya proteksi konstitusional 
3. Adanya kebebasan menyetakan pendapat dan berserikat 
4. Adanya pemilihan umum yang bebas 
5. Adanya Pendidikan civic 
6. Adanya tugas oposisi 
Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mencegah penyimpangan 
yang dapat dilakukan oleh kekuasaan (pemerintah). Kekuasaan harus tunduk 
berdasarkan hukum, bukan hukum yang tunduk terhadap kekuasaan. 
Apabila kekuasaan diatas hukum, hal ini berarti kekuasaan dapat 
membatalkan hukum yang menjadikan hukum dimanfaatkan sebagai alat 
untuk membenarkan penyimpangan kekuasaan. Maka dari itu, hukum tidak 
boleh dijadikan sebagai alat, akan tetapi dijadikan tujuan untuk melindungi 
kepentingan rakyat. Sehingga antara hukum dan kepentingan rakyat 
keduanya tidak dapat dipisahkan. 
 
32Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Edisi Ke-dua, 




Konstitusi berasal dari kata constituer (bahasa Perancis), yang artinya 
membentuk. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka 
konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok 
mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakan negara.33 Konstitusi dapat 
diartikan secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit 
berarti norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan dalam negara. 
Sedangkan dalam arti yang luas artinya keseluruhan dari ketentuan-
ketentuan dasar yang tertulis (UUD) dan tidak tertulis (konvensi), maupun 
gabungan keduanya tidak hanya aspek hukum tetapi juga non-hukum.34 
Carl Smith membagi pengertian konstitusi ke dalam empat bagian35: 
1. Konstitusi dalam arti absolut, meliputi: konstitusi sebagai bentuk negara 
(demokrasi maupun monarki), konstitusi sebagai organisasi negara, 
konstitusi sebagai norma hukum dasar negara, dan konstitusi sebagai 
faktor integritas. 
2. Konstitusi dalam arti relatif, meliputi: konstitusi sebagai tuntutan dari 
golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh 
penguasa dan konstitusi dalam arti formil atau konstitusi tertulis. 
3. Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi adalag cita-cita atau idaman 
(golongan borjuis liberal) agar penguasa tidak sewenang-wenang. 
 
33Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Bandung: Yapemdo, 2000, hlm. 17. 
34Himmawan Utomo, Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan 
Kewarganegaraan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 2. 
35Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana, 
2011, hlm. 32-33. 
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4. Konstitusi dalam arti positif, konstitusi sebagai keputusan politik yang 
paling tinggi tentang bentuk dan sifat suatu kesatuan politik yang 
disepakati oleh suatu negara. 
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam 
penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum yang lebih 
tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena 
konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Konstitusi adalah suatu 
hal yang fundamental bagi bangsa dan negara, baik yang telah lama 
memproklamasikan kemerdekaan, negara besar sampai negara yang sangat 
kecil pasti memiliki konstitusi.36  
Apapun yang tertuang atau tertulis dalam konstitusi dapat dijadikan 
pedoman guna mencapai tujuan bangsa. Segala tindakan penguasa ataupun 
seseorang berupa kebijakan yang menyimpangi konstitusi, berarti tindakan 
(kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional.37 Sri Soemantri 
mengatakan bahwa kedudukan konstitusi dalam suatu negara menjadi 
penting karna sebagaimana yang di kutip dari penulisan yang dilakukan oleh 
seorang pakar Hukum Tata Negara Belanda, sebagai berikut:38 
1. Dokumen nasional (a national document), artinya sebuah konstitusi 
menunjukkan kepada dunia luar tentang identitas negara sendiri. 
 
36Ahmad, Fence Wantu dan Novendri Nggilu, Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar 
Perubahan Konstitusi Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 13. 
37Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1. 
38Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran dan Pandagan), Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 9. 
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2. Dokumen politik dan hukum (a political legal document), artinya 
konstitusi merupakan alat untuk pembentukan sistem politik dan sistem 
hukum negara sendiri. 
3. Setifikat kelahiran negara (a birth certificate), artinya konstitusi 
merupakan tanda lahirnya sebuah negara kebangsaan yang merdeka. 
Antara fungsi dan tujuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan 
antara satu dengan yang lain. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pendapat 
bahwa secara rinci fungsi konstitusi dibagi kedalam beberapa hal:39 
1. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara 
2. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara 
3. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara  
4. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara dan warga negara 
5. Fungsi simbolik sebagai pemersatu sebagai rujukan identitas dan 
keagungan kebangsaan 
6. Fungsi penyalur atau pengalih kewenagna dari sumber kekuasaan yang 
asli kepada organ negara 
7. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat 
8. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat  
Pada dasarnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi 
kewenangan pemerintahan, menjamin hak-hak yang diperintah dan 
merumuskan kekuasaan yang berdaulat, yaitu:40 
 
39Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstuitusionalisme Indonesia di Masa Depan, 




1. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa 
2. Memberikan pembatasan dan pengawasan kekuasaan politik 
3. Memberikan batasan ketetapan penguasa menjalankan kekuasaan 
Pada hukumnya hubungan konstitusi dengan hukum, dapat diartikan 
bahwa tujuan hukum adalah menginginkan adanya keseimbangan 
ketertiban, kepentingan, ketentraman, keadilan dan kebahagiaan setiap 
manusia. Tujuan hukum dapat ditarik secara garis besar tujuan hukum 
tersebut adalah:41 
1. Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin 
2. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat 
3. Sebagai sarana menyelesaikan pertikaian 
4. Sebagai alat pengerak pembangunan 
5. Sebagai alat kritik atau saranan pengawas 
Hampir semua negara memiliki konstitusi, apabila dibandingkan 
antara satu negara dengan negara lain akan nampak perbedaan dan 
persamaannya. Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan 
kekuasaan dalam negara. Beragamnya pengertian konstitusi merupakan 
suatu hal yang lumrah dalam dunia hukum, hal ini disebabkan karena ada 
perbedaan sudut pandang yang mengalami kristasliasi dalam berbagi 
pemikiran yang selanjutnya dipakemkan menjadi sebuah teori. Pada 
akhirnya perkembangan atau dinamisnya ilmu konstitusi adalah karena 
 
40Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaaan (Civic Eduatiin) Demokrasi Hak 
Asasi Manusia Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 
92.  
41J.B. Dalijo, dkk., Pengatar Ilmu Hukum, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 40. 
24 
 
ruang berfikir hukum konstitusi senantiasa menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman. 
C. Organisasi Masyarakat 
Organisasi merupakan suatu wadah perkumpulan untuk melakukan 
gerakan di bidang kegiatan sosial keagamaan ataupun kemasyarakatan. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi 
kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan 
ormas, didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan 
kehendak, kesamaan aspirasi, kepentingan, kebutuhan dan kegiatan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. kebebasan berserikat dan berpendapat 
tetaplah harus berdasar pada asas Indonesia sebagai negara hukum.42 
Setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain 
dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ormas hadir dalam segala bentuk 
dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika ormas dengan segala 
kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih 
komprehensif. 
Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi 
konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang 
 
42Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, Jurnal 
Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol. 1, No. 1, Desember 2016. 
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memenuhi kaidah Ormas yang yang demokratis, profesional, mandiri, 
transparan, dan akuntabel. Setiap warga Negara, baik secara individu 
maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai 
nafas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pemerintah mengatur 
ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Pesatnya perkembangan ormas 
semakin terasa ketika terjadi berbagai aktivitas ormas yang oleh sebagian 
kalangan dinilai menganggu stabilitas sosial, dan muncul anarkisme.43 
Di era reformasi, menampilkan corak dalam berbagai bentuk aktifitas 
yang bebas bahkan melampaui batas kewajaran sebuah ormas. Sepak terjang 
ideologi juga bisa berbeda dengan latar belakang kelompok itu bernaung.44 
Pada tahun 2017 pemerintahan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 
mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan. Secara yuridis dinormatifkan perlunya 
perubahan Undang-Undang tersebut. Ada tiga hal yang dianggap mendesak 
oleh pemerintah untuk melakukan perubahan UU Nomor 17 tahun 2013: 
1. UU Nomor 17 tahun 2013 tidak mengatur secara jelas dan konfrehensif 
ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 
2. Disinyalir pemerintah terdapat beberapa ormas yang aktifitasnya tidak 
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
3. Belum menganut asas cantrarius actus. 
 
43Magfirah Maasum, Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan 
Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2103 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan, Jurnal Lex Crime Vol. X, No. 5, Juli 2017. 
44Imam Mahdi, Pembubaran Ormas “Rdikal” dalam Perspektif Perundang-Undangan 
(Kajian Khusus Perppu No. 02 Tahun 2017), Jurnal Nuansa Vol. X, No. 2, Desember 2017. 
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Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan tiga syarat 
keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan memaksa:45 
1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum 
secara cepat berdasarkan Undang-Undang 
2. UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum 
atau sudah terdapat UU tetapi tidak memadai  
3. Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat UU secara 
prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama sedangkan keadaan 
mendasak tersebut perlu kepastian diselesaikan 
Secara teoritis pemerintah yang menerbitkan izin terhadap 
pembentukan ormas menurut asas contrario actus juga berwenang untuk 
memcabut izin ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan ormas.46 Sebagai 
wujud adanya negara yang dijalankan oleh pemerintah, negara harus 
berperan secara aktif unttuk menindaklanjuti kegiatan ormas yang tidak 
sejalan dengan tujuan nasional. Hal tersebut diperlukan untuk menegaskan 
 
45Ali Marwan Hsb, Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, No.1, Maret 
2017.  
46Hukumonline.com, Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas 
dari: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-
contrarius-actus-dalam-perppu-ormas, diakses pada tanggal 22 Februari 2021. 
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kemampuan dan kewibaan negara untuk dapat mengatur dan menertibkan 
warga negaranya yang tidak mematuhui hukum yang berlaku di Indonesia.47 
Secara lebih mendalam, pemerintah menilai penindakan melalui UU 
Nomor 17 tahun 2013 terhadap ormas yang bertentangan, sudah tidak lagi 
efektif. Salah satu ketidakefektifannya UU tersebut adalah pemberian 
sanksi, yaitu berhubungan dengan asas hukum administrasi yang berkaitan 
dengan asas contrarius actus yaitu sebuah asas yang mengatakan Lembaga 
yang memberikan izin pengesahan ormas adalah pihak yang berwenang 
untuk membatalkannya.48 
Selanjutnya pemerintah mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2017 
mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Maksud 
dan tujuan ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi ormas 
yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara liepublik Indonesia 
Tahun 1945.  
 
47Manunggal K. Wardaya, Konstitusionalisme dalam Dinamika Negara Hukum, Bandar 
Lampung: Indepth Publishing, 2014, hlm.55. 
48Dewi Irmasari, Ini Alasan Pemrintah Terbitkan Perppu Ormas dari: 
https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas, 
diakses pada tanggal 22 Februari 2021. 
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Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulayan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarka Pancasila dan Undnag-Undang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Terlepas dari latar 
belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya, pelanggaran terhadap 
asas dan tujuan dari organisasi kemasyarakatan adalah suatu perbuatan yang 
sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia. 
D. Hizbut Tahrir Indonesia 
Hizbut Tahrir (Hizjb al-Tahrir) secara estimologis berarti Partai 
Pembebasan, yang didirikan pada tahun 1953 di al-Quds oleh Sheihk 
Taqiyyudinan Nabhani. Organisasi ini diklaim sebagai organisasi politik 
bukan sebagai organisasi sosial keagamaan. Sepeninggal Sheikh Tqiyyudin 
an-Nabhani, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Sheikh Abdul 
Qodim Zallum. Selanjutnya sepeninggal pemimpin kedua pada tahun 2003, 
Hizbut Tahrir secara internasional dipimpin oleh Sheikh A. Abu Rostah.49 
Sekitar tahun 1980, HT masuk ke Indonesia saat KH. Abdullah bin 
Nuh (pimpinan al-Ghazali Bogor) bertemu dengan Syaikh Abdurrahman al-
Baghdadiy (aktivis Hizbut Tahrir) di Sydney, Australia. Sejak 
terselenggaranya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadari 
oleh tokoh HT internasional, tokoh nasional dan tokoh islam dari organisasi 
lain, HT melakukan aktivitas di Indonesia secara terbuka. Dari sanalah 
mulai dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia.50  
 
49Afadlal, Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm. 175. 
50Bambang Prasetyo, Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial 
Politik, Jurnal Studi Keislaman Vol. 19, No. 2, Juni 2009. 
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Para tokoh utama HTI banyak yang berempat tinggal di Bogor. Upaya 
HTI mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan dari civitas 
akademika IPB. Pada sekitar 1980-1985 salah satu pimpinan pusat HTI 
adalah alumni IPB, yaitu Muhammad al-Khottot. Humas HTI secara 
nasional adalah Ismail Yusanto. Program yang dilakukan HTI meliputi 
empat hal, sebagai berikut:51 
1. Pembinaan yang bersifat kolektif, dalam bentuk kegiatan yang terbuka 
seperti pengajian umum dan seminar 
2. Pengkaderan yang bersifat perorangan, bertujuan membangun partai 
dengan pembinaan intensif melalui halaqah dan dakwah dalam buku 
3. Pengungkapan rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang 
dalam pandangan HTI adalah penjajah kafir 
4. Memberi pengetahuan tentang Islam kepada umat melalui bulletin 
bulanan atau mingguan sebagai upaya menyikapi perkembangan sosial  
Hizbut Tahrir Indonesia dibangun atas dasar kemandirian dengan 
memperoleh dana dari para simpatisan, tidak menerima bantuan dari 
pemerintah bahkan secara tegak menolaknya.52 HTI menawarkan agenda 
perubahan yang radikal, yaitu merubah sistem politik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem khilafah al-Islamiyah. 
Dalam waktu yang relatif cepat terbentuk kepengurusan HTI karena 
 
51Afadlal, Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm. 266. 
52Bambang Prasetyo, Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial 
Politik, Jurnal Studi Keislaman Vol. 19, No. 2, Juni 2009. 
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militansi kader dan aktivis HTI sebagai daya dukung.53 HTI 
menginternasionalisasikan gerakan melalui forum internasional terhadap 
peristiwa yang merugikan kaum muslim dan koordinasi gerakan dengan HT 
di negara lain.54 
Peran negara (dawlah) ditekankan penting Oleh HTI sebagai sarana 
penerapan syariat Islam, artinya syariat islam harus ditopang oleh kekuatan 
negara.55 HT mengusung tiga strategi yaitu: pembinaan dan pengkaderan, 
interaksi dengan umat untuk membangun pengikut loyal, dan 
pengambilaihan kekuasaan untuk merubah pemerintahan. Orang-orang 
pemerintahan dijadikan sebagai target rekrutmen untuk menanam pengaruh 
politik.56 
Dakwah HTI berfokus pada penerapan kehidupan Islami menegakkan 
negara Islam di Negeri Arab, kemudian di negara Islam lainnya dan ke 
negara bukan islam melalui umat islam yang sudah terbentuk.57 HT 
mendukung paham nomokrasi dan menolak paham demokrasi yang 
dianggap hanya mengikuti suara mayoritas yang belum tentu sesuai dengan 
 
53Sudarno Shobron, Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, Jurnal Studi Islam Vol. 
15, No. 1, Juni 2014. 
54Kurniawan Abdullah, Gerakan Politik Islam Ekstraparlemen (Studi Kasus Hizbut 
Tahrir Indonesia), Jakarta: Universitas Indonesia, 2004. 
55Afadlal, Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm. 272. 
56Wildan Nasution, Harian Momentum, Urgensi Pembubaran HTI dan FPI? dari 
http://m.harianmomentum.com/read/869/urgensi-pembubaran-hti-danfpi, diakses pada 
tanggal 12 Februari 2021. 




Hukum Allah. Terdapat empat hal yang membedakan Islam dari sistem 
lainnya menurut Muhammad al-Khottot, yaitu:58 
1. Kekuasaan berada di tangan umat. Seorang khalifah memperoleh 
kedudukannya setelah dibaiat umat, karena baiat adalah satu-satunya 
metode yang digunakan bagi perpindahan dari masyarakat ke khalifah. 
2. Kedaulatan berada di tangan Syara. Dalam Islam hanya Allah SWT yang 
berhak menentukan halal dan haramnya hukum. Akal, kebiasaan, adat 
istiadat dan hawa nafsu tidak dapat menentukan penilaian sesuatu. 
3. Khalifah adalah satu-satunya yang berhak mengadopsi salah satu 
pendapat yang da dalam hukum syara untuk diberlakukan sebagai UU. 
4. Mengangkat khalifah merupakan perintah definitif Tuhan hukumnya 
fardlu bagi seluruh kaum muslimin dan tidak boleh ada dua khalifah.  
Gerakan HT yang ingin membangun kembali sistem khilafah al-
islmiyyah bukan berada di ruang hampa, tetapi berada di ruang atau negara 
yang telah mempunyai sistem dan ideologi berbangsa dan bernegara seperti 
demokrasi, sosialisme dan kapitalisme. Pemikiran politik yang anti 
demokrasi dan cita-cita mendirikan negara khilafah dengan memberlakukan 
hukum Islam secara menyeluruh menimbulkan kontroversi dan konflik 
ideologi.59 
 
58Afadlal, Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm. 271. 
59Abu Afif dan Nur Khalish, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strartegi Dakwah Hizbut 




PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Urgensi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia menurut 
Kontitusi di Indonesia 
Di Indonesia legitimasi terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat 
dapat dilihat pada Pasal 28E ayat (3), menyatakan “setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Salah satu 
bentuk ekspresi pendapat dan apirasi atas ide-ide yang tersalur bersama 
merupakan salah satu bentuk kemerdekaan berserikat. Selain itu, dipertegas 
pada Pasal 28E ayat (2), menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati 
nuraninya”. 
Kebebasan berserikat (freedom of assembly and association) dan 
kebebasan berekspresi (freedom of expression) saling berhubungan satu 
sama lain. Jika tidak ada jaminan terhadap hak berserikat, prinsip kebebasan 
berekspresi akan lumpuh secara otomatis. Esensi dari berserikat adalah 
menuangkan ide-ide, pemikiran dan pendapat yang visioner dalam rangka 
memajukan organisasi tersebut.60  
Kebebasan dalam berserikat tidak termasuk ke dalam non-derogable 
right (hak yang tidak dapat dikurangi), melainkan derogable right (hak ynag 
 
60M. Beni Kurniawan, Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas 
Ditinjau dari UUD 1945, Jurnal Konstitusi Vol. 15, No. 3, September 2018. 
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dapat dikurangi). Walaupun pemenuhannya dapat dikurangi, pengurangan 
tersebut hanya dapat dilakukan ketika menyebabkan kerugian dan 
melanggar pengurangan hak asasi orang lain.61 Di Indonesia sendiri hal itu 
dapat terjadi apabila perserikatan tersebut mengancam keutuhan NKRI, 
mempropogandakan kebencian dan menimbulkan konflik di tengah 
masyarakat. Adapun mekanisme pembubaran suatu ormas dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, diantaranya: 
1. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
Konstitusi memberikan jaminan kepada individu atau kelompok 
orang setuju untuk bergabung  pada sebuah organisasi untuk mencapai 
kepentingan terbaik mereka.62 Perkembangan ormas dengan segala 
kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang 
lebih komprehensif, menimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
ormas sudah tidak memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Alasan tersebut melatarbelakangi lahirnya 
UU Nomor 17 Tahun 2013 menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1985 
yang sebelumnya sudah berlaku kurang lebih 18 tahun. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mempresentasikan 
aturan kedaulatan hukum. Sanksi bagi ormas yang melakukan 
penyelewengan terdapat dalam Pasal 60 sampai Pasal 82. Undang-
 
61Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan 
UUD 1945, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 19. 
62Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 7-8. 
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Undang ini menyatakan dapat membubarkan status badan hukum 
ormas melalui beberapa tahap, yaitu sanksi administratif (yang terdiri 
atas peringatan tertulis, penghentian bantuan, penghentian sementara 
kegiatan) dan pencabutan status badan hukum atau surat keterangan 
terdaftar.63 
Peringatan tertulis tersebut dilayangkan sebanyak tiga kali. Pada 
Pasal 64 dijelaskan apabila surat peringatan tertulis tidak digubris, 
pemerintah dapat melakukan penghentian bantuan dana dan melarang 
sementara kegiatan selama enam bulan. Namun dengan catatan, harus 
ada pertimbangan Mahkamah Agung jika ormas tersebut berskala 
nasional. Tetapi jika sampai 14 hari tidak ada balasan dari MA, maka 
pemerintah memiliki kewenangan menghentikan sementara kegiatan. 
Pada Pasal 68, apabila ormas masih berkegiatan padahal telah 
dihentikan sementara, pemerintah dapat mencabut status badan hukum 
(dengan mendapat persetujuan dari pengadilan) Sanksi ormas dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menganut pemberian sanksi 
yang berjenjang. Mekanisme tersebut sebagai instrument penting yang 
berperan dalam demokrasi sebagai wujud kebebasan berserikat.  
Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan hukum, 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas diubah dengan 
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan pertimbangan karena Undang-
 
63M. Beni Kurniawan, Konstitusionalisme Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas 
Ditinjau dari UUD 1945, Jurnal Konstitusi Vol. 15, No. 3, September 2018. 
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Undang Nomor 17 Tahun 2013 dianggap belum mengatur secara 
komprehensif tentang kegiatan atau aktivitas ormas yang bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal sanksi 
yang efektif.64  
2. Pembubaran Ormas Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan 
Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 menetapkan Perppu 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.65 Terdapat 
lima Pasal (Pasal 1, 59, 60, 61 dan 62) dalam UU ormas sebelumnya 
yang diubah dan terdapat 18 Pasal yang dihapus. Pasal 1 Perppu 
Nomor 2 Tahun 2017 mengubah pengertian ormas menjadi lebih tegas 
dari sebelumnya.  
Organisai kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan 
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan 
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik 
 
64Jogloabang, UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU dari: 
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2017-perppu-ormas-uu?amp, diakses pada 
tanggal 22 Maret 2021. 
65Soedarmedi, Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut dari: 
https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-
fpi-dan-sejenisnya-apa-kabar-nanti/, diakses pada tanggal 7 Maret 2021. 
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Indonesia Tahun 1945. Ormas dilarang melakukan kegiatan separatis 
yang dapat mengancam kedaulatan NKRI dan menyebarkan ajaran 
yang bertentangan dengan Pancasila. Perihal mekanisme pembubaran 
ormas, Perppu ini memuat dua macam sanksi yaitu sanksi 
administratif (yang terdiri atas peringatan tertulis, penghentian 
kegiatan dan pencabutan status badan hukum) dan sanksi pidana. 
 Pada Pasal 62 dijelaskan peringatan tertulis hanya diberikan 
satu kali dalam jangka tujuh hari kerja sejak tanggal peringatan 
diterbitkan. Apabila ormas tidak mematuhi peringatan tertulis, 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi penghentian 
kegiatan. Kemudian pada Pasal 62 ayat (2) apabila ormas tidak 
mematuhi sanksi penghentian kegiatan, maka dilakukan pencabutan 
status badan hukum. Menurut Pasal 80A pencabutan status badan 
hukum sekaligus dinyatakan bubar.66 
Singkatnya peraturan dalam Perppu ini lebih menyederhanakan 
urutan sanksi dan mempersingkat jangka waktu sanksi dibandingkan 
dengan UU Nomor 17 Tahun 2013. Dalam ketentuan sanksi pidana 
termuat dalam Pasal 82A anggota atau pengurus ormas yang dengan 
sengaja secara langsung atau tidak langsung melakukan pelanggaran 
melakukan tindakan kekerasan, menganggu ketertiban umum, 
 
66Humas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas 
Anggota dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017 dari: 
https://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-
melanggar-perppu-no-22017/, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.  
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merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, melakukan kegiatan yang 
menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pelanggaran diatas dapat dipidana paling 
singkat enam bulan dan paling lama satu tahun. 
Disebutkan pada Pasal 62 ayat (3) eksekutif memiliki 
kewenangan penuh untuk mencabut status badan hukum ormas. 
Ketentuan tersebut memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah 
dalam memberikan tafsir, vonis hukum dan pembubaran tanpa melalui 
peradilan.67 Kendati demikian, Perppu ini tidak sepenuhnya menutup 
mekanisme kontrol lembaga peradilan yaitu dengan menggugat 
Keputusan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara 
PTUN. Sampai belum ada pengajuan gugatan ke PTUN dan putusan 
hakim yang berkekuatan tetap, maka Surat Keputusan Pemerintah 
tentang pembubaran ormas tersebut yang berlaku.68 
Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Dalam hal 
ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu”. 
Presiden tidak boleh bersifar sewenang-wenang dalam kekuasaan 
penetapan Perppu. Dilihat dari teori berkaitan Hukum Tata Negara 
darurat, kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek 
kebutuhan hukum yang mendesak dan terakait dengan waktu yang 
 
67Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2010, hlm. 281. 
68Victor Imanuel W. Nalle, Asas Contrario Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam 
Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum 
Padjajaran Vol. 4, No. 2, April 2017. 
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terbatas.69 Sehingga harus ditangani segera dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang setingkat Undang-Undang, tanpa 
persetujuan DPR.70  
Melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah 
Konstitusi menafsirkan frasa kegentingan yang memaksa (dalam Pasal 
22 UUD 1945) dengan tiga syarat, sebagai berikut:71 
1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum 
secara cepat berdasarkan Undang-Undang 
2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi 
kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tapi tidak memadai 
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat 
UU secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama 
sedangkan keadaan memaksa perlu kepastian untuk diselesaikan 
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sudah sesuai dengan syarat 
penerbitan Perppu yang ditafsirkan MK. Pada UU Nomor 17 Tahun 
2013 tentang ormas, pembubaran ormas menghabiskan waktu sampai 
beberapa tahun, tentunya mekanisme tersebut tidak efektif.72 
Selanjutnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sendiri digunakan untuk 
membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan pertimbangan dan 
 
69Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Bhuana Ilmu 
Populer, 2009, hlm. 12. 
70Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan 
Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 80. 
71Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 154-155. 
72Jogloabang, UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU dari: 
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2017-perppu-ormas-uu?amp, diakses pada 
tanggal 22 Maret 2021.  
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menyerap aspirasi masyarakat. HTI intens dalam menyebarkan 
pandangan politik dan menggalang dukungan publik. Tidak 
mengherankan jika HTI mampu memobilisasi ribuan massa untuk 
mendukungnya. Seminar menjadi salah satu strategi 
mengkampenyakan pandangan politiknya. 
Salah satu contohnya adalah dalam seminar yang pernah diikuti 
oleh Narasumber, yaitu Prayito Ahmad seorang Eks HTI. Seminar 
tersebut diikutinya pada saat masa ospek kuliahnya dengan pemateri 
aktivis HTI. Isi dalam seminar tersebut adalah semangat untuk 
memperjuangkan Islam dengan menceritakan tentang konsep ekonomi 
islam, muamalah islam, rusaknya tatanan remaja. Para peserta seminar 
beranggapan HTI ingin menyelamatkan bangsa dari keterpurukan 
moral. Seorang muslim idealnya menerapkan syariat islam secara 
menyeluruh, akan tetapi tidak menyebutkan tentang Negara khilafah.73 
Pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Kemenkumham, Pemerintah 
Indonesia membubarkan HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tentang pencabutan 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 
tentang pengesahan pendirian badan hukum HTI.  
HTI dinilai sudah salah sejak awal, karena HTI merupakan 
cabang partai politik internasional tetapi didaftarkan sebagai ormas. 
 
73Wawancara dengan Prayito Ahmad, Eks. HTI, di Pondok Pesantren Modern Daaru 
Ulil Albaab Warureja Tegal, 7 April 2021 jam 10.00-12.00 WIB.  
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Sehingga tidak dapat dikembalikan status keormasannya ketika status 
badan hukumnya sudah dicabut. Kegiatan HTI terindikasi kuat 
bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. HTI tidak 
menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang tertuang pada UU Nomor 
17 Tahun 2013. HTI mendakwahkan doktrin negara khilafah pada 
para pengikutnya, hal ini berpotensi menyebabkan konflik dan 
benturan di masyarakat yang mengancam ketertiban dan keamanan 
masyarakat.74  
3. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang 
Pada tanggal 24 Oktober 2017 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 
tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi 
kemasyarakatan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kemudian pada 
tanggal 22 November 2017, Presiden Jokowi mensahkan Perppu 
Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2017. Mahkamah Konstitusi melegitimasi kewenangan pemerintah 
mencabut izin organisasi kemasyarakatan dalam UU Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
 
74BBC News Indonesia, HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan 




perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Pada prinsipnya, Undang-Undang ini mengatur mengenai penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang organisasi kemasyarakatn menjadi Undang-Undang. Pasal 5 
ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar hukum 
disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. 
Isi dari UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan hanya terdiri dari 2 Pasal 
dan menjadi 3 halaman beserta penjelasannya. Akan tetapi, yang 
panjang adalah lampiran dari UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi 
Undang-Undang.75 
Pelanggaran yang dilakukan ormas-ormas tertentu terhadap asas 
ormas yang menegaskan tidak bertentangan dengan Pancasila dan 
UUD 1945, pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang tercela 
oleh anggota maupun pengurus ormas tersebut. Hal itu dikarenakan 
 
75Jogloabang, UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU dari: 
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2017-perppu-ormas-uu?amp, diakses pada 
tanggal 22 Maret 2021. 
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telah melanggar kesepakatan para pendiri bangsa (founding fathers), 
sebagaimana telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. 
Pelanggaran tersebut merupakan wujud pikiran dan niat jahat yang 
telah ada sejak ormas tersebut didaftarkan.  
Adapun maksud dan tujuan utama disahkannya Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 
2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang adalah untuk 
melindungi ormas yang konsisten mematuhi atau sudah sesuai dengan 
asas-asas ormas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan 
membedakan dengan ormas yang bertentangan dengan asas-asas 
ormas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang ini 
memisahkan kedua golongan ormas tersebut disertai dengan jenis 
sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa. 
Dalam rangka melindungi dan menjaga kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki 
kewajiban untuk menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia 
dari suatu pelanggaran-pelanggaran. Hal itu terlepas dari latar 
belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya. Tanggung jawab 
negara dalam menjaga kedaulatan merupakan suatu prinsip 
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fundamental untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga 
negaranya.76  
B. Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia berbasis 
Pancasila 
Tujuh puluh enam tahun yang lalu pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. 
Soekarno yang selanjutnya menjadi Presiden pertama di Indonesia berpidato 
di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemeerdekaan Indonesia 
(BPUPKI) mengenai landasan filsafati bagi negara yang akan segera 
didirikan (philosophische grondslag). Landasan filsafati ini kemudian 
dinamakan Pancasila, yang dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dari tahun 1945 hingga sekarang tidak mengalami perubahan 
status sebagai dasar negara.77 Akan tetapi sebelum ditetapkan sebagai dasar 
negara, proses lahirnya Pancasila diwarnai oleh ketegangan, konflik dan 
consensus bersama. 
Kondisi bangsa Indonesia yang di masa kolonial selalu menempatkan 
warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan, menginspirasi perumusan 
Pancasila. Para pendiri bangsa berhasil keluar dari rutinitas pandangan 
hidup bangsanya melalui penalaran dan kontemplasi yang brilian.78 
 





dang-Undang, diakses pada tanggal 17 Maret 2021. 
77Soeprapto, Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan 
Bernegara, Jurnal Ketahanan Nasioanal Vol. X (2), Agustus 2005. 




Pancasila adalah hasil buah pemikiran bangsa atau ideologi bangsa. Awal 
perumusan Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, tampak pada saat 
dirumuskan untuk menemukan dasar bagi negara merdeka. Kemudian dalam 
menjalankan negara, maka Pancasila berfungsi sebagai Ideologi Negara.79 
Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam 
membentuk dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pancasila diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia sebagai sumber dari 
segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan 
hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai tuntunan bagi masyarakat 
Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.80 Pancasila merupakan 
suatu ide yang menjadi cita-cita bangsa, didalamnya terkandung dasar 
pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik.81 
Apabila terdapat kelompok atau golongan atau organisasi tertentu 
yang tidak sesuai dengan ajaran Pancasila maka Pemerintah berhak untuk 
menindaklanjuti hal tersebut. Salah satu contoh organisasi yang dimaksud 
adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai menyimpang dari nilai-
nilai Pancasila. HTI dikemas dengan kemasan dakwah dan politik damai. 
Dengan dakwah, HTI menyamarkan wataknya sebagai partai politik yang 
 
79Muchtar, S, Ideologi Pancasila: Kajian Filsafat Teori Politik dan Pendidikan, 
Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2016, hlm. 122. 
80Ambiro Puji Asmaroini, Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi 
Masyarakat di Era Globalisasi, Jurnal Pancasila ban Kewarganegaraan Vol. 1, No. 2, 
Januari 2017. 
81Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan 
Aktualisasi, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 43. 
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menginginkan kekuasaan politik. Tidak heran apabila banyak masyarakat 
menganggap HTI merupakan ormas keagamaan. 
Menurut Narasumber penelitian ini, Prayito Ahmad seorang eks HTI 
sejak tahun 2017 yang dulunya merupakan penanggung jawab HTI 
sekaresidenan Pekalongan. HTI ingin merubah azas pancasila menjadi azas 
islam, karena dalam pancasila mengakomodir hukum-hukum yang dapat 
menyalahi Islam, hal itu disebabkan karena semua agama melebur jadi satu. 
Sementara menurut HTI ketika ingin mengakomodir hukum yang berkaitan 
dengan agama lain, contohnya seperti agama yang memperbolehkan 
penganutnya mengkonsumsi minuman keras, maka harus dikumpulkan dan 
dijual dalam satu wilayah.  
Pancasila tidak dapat dipisahkan dari demokrasi itu sendiri, HTI 
berpendapat bahwasannya pemenang demokrasi adalah suara terbanyak. 
Ketika pengambilan suara didominasi oleh pemodal suara yang suka berjudi 
maka akan menghasilkan produk hukum yang melegalkan perjudian. 
Pancasila dinilai rentan karena tidak mau melihat bagaimana sejarah 
lahirnya azas pancasila yang notabene diprakasai oleh Ulama. Kerasnya 
kemauan HTI dan ketidaklegowoan untuk menerima perbedaan inilah yang 
membuat HTI beranggapan Pancasila harus diganti.82 
Di mata HTI, pancasila membuka kran untuk jauhnya penerapan islam 
itu sendiri, tidak mungkin islam bisa ditegakkan dengan pancasila. Oleh 
 
82Wawancara dengan Prayito Ahmad, Eks. HTI, di Pondok Pesantren Modern Daaru 
Ulil Albaab Warureja Tegal, tanggal 7 April 2021 jam 10.00-12.00 WIB. 
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sebab itu HTI mempunyai motto La izzata ila bil islam, yang berarti tidak 
ada kemuliaan kecuali tanpa islam. La islama ila bi syariah, yang berarti 
islam tidak akan tegak kecuali ditegakkannya syariat. La syariata ila bi 
daulah, yang berarti tidak akan tegak syariat islam itu kecuali ditopang oleh 
negara. Negara harus mendukung tegaknya syariat islam, tidak ada Negara 
yang berani menegakkan syariat islam kecuali La daulata ila bi daulatil 
khilafah, yang berarti tidak ada negara yang kuat yang bisa menopang islam 
kecuali dengan berasaskan khilafah, oleh sebab itu mereka ingin 
menegakkan khilafah di Indonesia. 
Prayito Ahmad mengungkapakan, kalau memang HTI memiliki ulama 
seharusnya mereka juga sadar akan satu hal bahwa ketika Pancasila dibuat 
juga melibatkan para ulama yang keulamaannya tidak diragukan seperti 
Mbah Maimoen Zubair dan KH. Hasyim Asy’ari. HTI tidak pernah 
mengkaji secara betul-betul sejarah nusantara, sejarah Indonesia. Mereka 
tidak paham bahwasannya Indonesia adalah wakaf dari para leluhur artinya, 
wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan maka barangsiapa yang akan merusak 
wakaf dia akan binasa. 
Dari sini lah, Almarhum Mbah Liem Imampuro yang merupakan guru 
spiritual dari Almarhum Gus Dur mempunyai slogan “Pancasila sakti NKRI 
harga mati” karena memahami apabila ada kekurangan didalamnya maka 
bukan merubah tapi melihat kurangnya dimana. Apabila dari manusianya 
maka yang harus diperbaiki adalah manusianya. Sedangkan HTI 
mempunyai slogan sehebat apapun supir apabila mobilnya sudah rusak, 
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tidak akan bisa memenangkan perlombaan dan harus dilakukan pergantian 
mobil. Itulah sebabnya HTI ingin menjadikan Indonesia sebagai negara 
khilafah.83 
HTI telah melahirkan ancaman potensial bagi kepentingan Indonesia 
secara nasional, baik karena gerakan maupun ajaran politiknya. UU partai 
politik tidak mengakui cabang partai politik asing yang beroperasi di 
wilayah hukum Indonesia. HTI juga tidak masuk kedalam kategori ormas 
yang dikenal dalam UU ormas di Indonesia. Karenanya, tidak ada landasan 
yuridis bagi HTI di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai organisasi tanpa 
bentuk yang menyebarkan paham politik yang bertentangan dengan ideologi 
Indonesia. Pengakuan secara terang-terangan bahwa HTI adalah cabang 
parpol HT untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia jelas merupakan 
bentuk agresi terhadap kedaulatan Indonesia dan bertentangan dengan 
hukum.84 
Ormas adalah salah satu wujud implementasi hak berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun walaupun pembentukan 
ormas dijamin UUD 1945, bukan berarti pergerakannya dapat sebebas-
bebasnya. Eksistensi ormas dapat dibatasi mengingat hak-hak tersebut 
masuk kedalam kategori hak asasi manusia yang dapat dibatasi 
pelaksanannya. Untuk menyeimbangkan, pelaksanakaan hak kebebasan 
 
83Wawancara dengan Prayito Ahmad, Eks. HTI, di Pondok Pesantren Modern Daaru 
Ulil Albaab Warureja Tegal, tanggal 7 April 2021 jam 10.00-12.00 WIB. 
84Wildan Nasution, Harian Momentum, Urgensi Pembubaran HTI dan FPI? dari 
http://m.harianmomentum.com/read/869/urgensi-pembubaran-hti-danfpi, diakses pada 
tanggal 12 Februari 2021. 
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berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak boleh dibubarkan 
secara sewenang-wenang namun harus terikat pada kriteria tertentu yaitu, 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan etika dan moral, nilai 
keagamaan, serta keamanan dan ketertiban umum.85 
Menurut Prayito Ahmad, pembubaran HTI sudah sesuai dengan 
Konstitusi Indonesia karena asas pancasila itu adalah asas bangsa Indonesia 
maka apapun organisasinya semua harus berasaskan pancasila. AD ART 
HTI melakukan permainan bahasa, dikatakan bahwa HTI adalah organisasi 
politik berasaskan islam yang berada di NKRI yang berasaskan pancasila. 
Apabila ditelaah lagi, yang berasaskan pancasila adalah NKRI bukan HTI. 
Mereka menggunakan kata NKRI sesuai untuk hajat tersebut, tetapi tidak 
mengakui NKRI karena bagi HTI, NKRI adalah bentuk sekat-sekat 
pengotakan negeri muslim yang seharusnya disatukan dengan daulah 
mereka. HTI menggunakan permainan bahasa agar dapat diterima dalam 
pengesahaan di Kesbanglinmas.86 
Berhubungan dengan Pemerintah yang membubarkan HTI atau ormas 
lainnya, hal itu dapat dilakukan sepanjang dilakukan melalui prosedur dan 
alasan yang jelas. Selain itu, pembubaran tersebut dimaksudkan dengan 
tujuan memastikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang 
demokratis berlandaskan pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik 
 
85Bayu Dwi Anggono, Detik News, Meninjau Alasan Hukum Pembubaran HTI dari: 
https://news.detik.com/kolom/d-3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-hti, diakses 
pada tanggal 21 Februari 2021. 
86Wawancara dengan Prayito Ahmad, Eks. HTI, di Pondok Pesantren Modern Daaru 
Ulil Albaab Warureja Tegal, tanggal 7 April 2021 jam 10.00-12.00 WIB. 
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Indonesia. Dengan kata lain, UU ormas menjamin Pemerintah untuk 
membubarkan ormas yang menyimpang dalam melakukan aktivitasnya. 
Dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, Pemerintah pada 
dasarnya sudah terdapat alasan hukum (ratio legis) yang memadai untuk 
mencabut status badan hukum HTI. Ditambahkan fakta bahwa 20 negara 
lainnya, diantaranya Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan 
Malaysia juga melarang kegiatan Hizbut Tahrir.87 
Keputusan Pemerintah membubarkan HTI telah melalui suatu proses 
pengkajian yang Panjang dengan mempelajari, sesuai dengan UU Ormas 
dan sesuai dengan ideologi Pancasila. Pemerintah Indonesia mempunyai 
tiga alasan utama membubarkan HTI, yaitu:88 
1.  Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak berperan positif mengambil 
bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional 
2.   Aktivitas HTI dinilai tidak sesuai dengan asas dan ciri yang belandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diatur dalam UU 
Nomor 16 Tahun 2017 
3. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan HTI menimbulkan adanya benturan 
atau konflik di lingkungan masyarakat yang bisa mengancam ketertiban 
dan keamanan masyarakat sehingga membahayakan keutuhan NKRI  
 
87Bayu Dwi Anggono, Detik News, Meninjau Alasan Hukum Pembubaran HTI dari: 
https://news.detik.com/kolom/d-3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-hti, diakses 
pada tanggal 21 Februari 2021. 
88Kristian Erdianto, Kompas.com, Ini Alasan Pemrintah Bubarkan Hizbut Tahrir 
Indonesia dari: 
https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hiz
but.tahrir.indonesia?page=all, diakses pada tanggal 10 Maret 2021. 
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Kemenkumham membubarkan HTI pada 2017 dengan berdasarkan 
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tanpa proses pengadilan. Kemudian HTI tidak 
terima dengan keputusan tersebut dan secara resmi pada tanggal 13 Oktober 
2013 mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). HTI 
mengajukan dua petitum yaitu penundaan dan pembatalan pencabutan status 
badan hukum HTI. HTI menilai pembubaran yang dilakukan Pemerintah 
tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan alasan yang jelas. HTI 
menganggap doktrin khilafah tidak menyimpang atau bertentangan dengan 
Pancasila, karena tidak masuk kedalam kategori paham yang dilarang dalam 
UU ormas yaitu atheisme, marxisme dan komunisme.89 
Secara tegas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh 
gugatan hukum yang diajukan oleh HTI atas keputusan pembubaran ormas 
HTI oleh pemerintah. Menanggapi putusan majelis hukum PTUN, HTI 
mengambil langkah untuk melakukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung 
juga menolak kasasi tersebut dan menyetujui pembubaran yang dilakukan 
kemenkumham terhadap ormas HTI. Perkara kasasi HTI nomor 27 
K/TUN/2019 itu resmi diputus pada 14 Februari 2019. Pada dasarnya 
Mahkamah Agung telah membenarkan putusan PTUN yang membenarkan 
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya.90 
 
89BBC News Indonesia, HTI Dinyatakan Ormas Telarang, Pengadilan Tolak Gugatan 
dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822, diakses pada tanggal 30 
November 2020. 
90Adek Berry, BBC News Indonesia, Kasasi ditolak Mahkamah Agung, HTI tetap 
dibubarkan, dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47250801, diakses pada 
tanggal 20 Maret 2021. 
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Alasan Majelis Hukum menolak gugatan adalah tidak adanya cacat 
yuridis dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang digunakan untuk 
mencabut status badan hukum HTI (pembubaran). Selain itu Majelis Hukum 
juga menambahkan, sah bagi Pemerintah untuk tidak mengajak HTI 
berdiskusi telebih dahulu, karena kegiatan penyebaran paham yang 
bertentangan dengan Pancasila adalah kesalahan yang luar biasa sehingga 
tidak perlu untuk didiskusikan sebelum pembubaran.  
Sudah jelas terbukti keinginan HTI ingin mengubah Indonesia 
menjadi negara khilafah. Salah satunya lewat rekaman pada Maret 2016, 
“ikrar ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor” yang bersumpah sepenuh 
jiwa bahwa paham sekuler adalah sumber penderitaan rakyat.91 
Sebelumnya, banyak beredar pernyataan-pernyataan dari aktivis HTI yang 
menentang dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta menyebut Pancasila 
dan UUD 1945 adalah “sistem thaghut” yang harus ditinggalkan sehingga 
menimbulkan gejolak di masyarakat. Keresahan masyarakat ini akhirnya 
membuat pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang 
berujung pembubaran ormas HTI. 
Para pendiri Bangsa melalui pendekatan historis telah menyepakati 
Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia sedangkan pemohon kasasi (HTI) 
terbukti telah menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. 
Secara substansi perbuatan pemohon kasasi (HTI), melanggar Pasal 59 ayat 
 
91BBC News Indonesia, HTI Dinyatakan Ormas Telarang, Pengadilan Tolak Gugatan 




(4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Prosedur penjatuhan sanksi cukup 
singkat dan hanya perlu meminta pertimbangan dari instansi terkait, 
Kemenkumham. Dengan demkian, keputusan tata usaha negara tidak 
mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur ataupun 
substansi serta tidak bersebrangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang 
baik.92 
HTI tidak terdaftar di Kemendagri, tetapi terdaftar di Kemenkumham 
dengan mencantumkan ideologi Pancasila. Namun pada kenyataannya di 
luar menyebarkan paham anti-Pancasila. Walaupun sebuah ormas terdaftar 
baik di Kemendagri dan Kemenkumham sekalipun, namun jika 
implementasi ormas itu menunjukkan anti-Pancasila, maka pemerintah tetap 
bisa membubarkannya.93 Menurut Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU), 
organisasi Hizbut Tahrir bertentangan dengan Pancasila karena HTI adalah 
sekeolompok umat Islam yang berkeinginan mewujudkan negara khilafah. 
Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila. Paham yang dibawa dan 
diperjuangkan HTI tidak cocok dengan kondisi Indonesia, apalagi sampai 
menentang Pancasila. HTI mungkin hanya cocok untuk diterapkan di 
 
92Andi Saputra, MA Kembangkan Paham yang Bertentangan dengan Pancasila dari: 
https://news.detik.com/berita/d-4447726/ma-hti-kembangkan-paham-yang-bertentangan-
dengan-pancasila, diakses pada tanggal 9 Maret 2021. 
93Kristian Erdianto, Kompas.com, Ini Alasan Pemrintah Bubarkan Hizbut Tahrir 
Indonesia dari: 
https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hiz
but.tahrir.indonesia?page=all, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 
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negara-negara Timur Tengah. Pihak PBNU sendiri sudah lama mengusulkan 
kepada pemerintah Indonesia untuk membubarkan HTI.94 
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebuah peraturan yang sah di 
mata hukum. Mengenai saat itu menjadi UU atau tidak, hanya tergantung 
pada diterima atau ditolak oleh DPR. Namun, sebelum diterima atau ditolak 
DPR-pun Perppu itu sudah berlaku. Perppu tetaplah harus dijalankan karena 
pengganti undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dengan dasar itu 
pemerintah secara hukum tepat membubarkan HTI.95 
 
94Andi, Kompas.com, Ketum PBNU: HTI Tidak Cocok di Indonesia dari: 
https://amp.kompas.com/regional.kompas.com/read/2016/05/14/10100031/Ketum.PBNU.H
TI.Tidak.Cocok.di.Indonesia, diakses pada tanggal 12 Maret 2021. 
95Gibran Maulana Ibrahim, Detik News, HTI Dibubarkan, PAN: Sudah Sah Kalau 
Sesuai Perppu dari: https://news.detik.com/berita/d-3565499/hti-dibubarkan-pan-sudah-








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan urgensi 
pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia menurut kontitusi di Indonesia 
dan bagaimana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia 
berbasis Pancasila, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Legitimasi kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat 
dalam Konstitusi Indonesia terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 
Salah satu wujud implementasinya adalah keberadaan organisasi 
kemasyarakatan. Perkembangan organisasi kemasyarakatan dengan 
berbagai kompleksitasnya menuntut adanya sistem kontrol dan legislasi 
yang lebih lengkap. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013. Seiring dengan kebutuhan hukum, 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 digantikan dengan Perppu Nomor 
2 Tahun 2017. Dengan pertimbangan karena belum mengatur secara 
komprehensif mengenai ketentuan ormas yang bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum. 
Kemenkumham membubarkan HTI dengan pencabutan status badan 
hukumnya. HTI mendakwahkan doktrin negara khilafah pada para 
pengikutnya. Pelanggaran tersebut merupakan wujud pikiran dan niat jahat 




2017 mendapat persetujuan dari DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-
Undang dan disahkan oleh Presiden Jokowi menjadi Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017. Bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan 
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara wajib menjaga 
kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia. 
2. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membentuk 
dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila 
diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia sebagai sumber dari segala 
sumber hukum yang ada di Indonesia. Apabila terdapat kelompok atau 
organisasi tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Pancasila maka 
Pemerintah berhak untuk menindaklanjuti hal tersebut. Salah satu contoh 
organisasi yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang 
dinilai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Pengakuan secara terang-
terangan bahwa HTI adalah cabang parpol HT untuk mendirikan negara 
khilafah di Indonesia jelas merupakan bentuk agresi terhadap kedaulatan 
Indonesia dan bertentangan dengan hukum. Paham yang dibawa dan 
diperjuangkan HTI tidak cocok dengan kondisi Indonesia, apalagi sampai 
menentang Pancasila. Pemerintah dapat membubarkan HTI atau ormas 
lainnya sepanjang dilakukan melalui prosedur dan alasan yang jelas, 
dengan tujuan memastikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat 
yang demokratis berlandaskan pada Pancasila dan NKRI. Menurut 
pemerintah yang dilakukan eks HTI adalah kegiatan yang telah 




ideologi Pancasila dan merubah bentuk pemerintahan NKRI. Keputusan 
majelis hakim PTUN sudah menjadi fakta hukum yang berarti putusan 
tersebut harus dihormati oleh semua pihak. Pembubaran HTI sudah sesuai 
dengan Konstitusi Indonesia karena asas pancasila itu adalah asas bangsa 
Indonesia maka apapun organisasinya semua harus berasaskan pancasila. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti 
mengajukan saran sebagai berikut: 
1. Kepada Pemerintah diharapkan bisa memberikan perhatian lebih kepada 
warga masyarakat akan ketentuan berorganisasi yang sejalan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
2. Kepada organisasi masayarakat lainnya yang ada di Indonesia 
diharapkan menambah pemahaman dalam praktik-praktik yang sejalan 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Sehingga perkumpulan-perkumpulan khususnya yang 
berlatar belakang keagamaan dapat lebih bijak dalam berorganisasi tanpa 
bergesekan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dengan adanya kesadaran dari semua pihak, secara bersama-sama 
maka nantinya akan mampu memperbaiki ketimpangan-ketimpangan 
dalam berbagai bidang, terkhusus penyimpangan organisasi masyarakat 
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NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMEzuNTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2OT7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang: a.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Ir.rdonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun L945, negara wqiib menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa;
bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OL3 tentang Organisasi
Kemasyarakatag pada tanggal 10 Juli 2Ol7;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OLT tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL3









iasal 5 ayat (1), Pasal 2A, pasal 22 ayat..(2)
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Undang-Undang Nomor LT Tahun 2013
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2013 Nornor 116, Tambahan












Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG.UNDANG.
Pasal 1
Peraturan Pemerintatr Pengganti undang-Und,ang Nomor 2
Tahun 2Ot7 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2oL3 tentang organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIZ
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 6084) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan
melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan aari
Undang-Undang ini.
Pasal 2





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta





pada tanggal 22 November 2Ol7
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NOMOR 16 TAHUN 2OL7
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2OL3 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
MENJADI UNDANG.UNDANG
I. UMUM
Dalam r€rngka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik tndonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun I9+5, negara w4jib menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI7 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OLT
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL3 tentang
Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan dari Dewan
Perwakilan Ralryat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan
Pasal 22 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.
undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan menj adi Undang-Undang.
II. PASAL
REPUISLII( INDOhIE[iIA












NOMOR 16 TAHUN 2OL7
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG.UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS




PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2AL7
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedauiatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi
kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela
dalam pandangan moraliias bangsa- Indonesia terlepas
dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan
pelakunya;
bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ot3 tentang
Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera
dil.akukan perubahan karena belum mengatur secara
komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 194S sehingga terjadi












bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang
dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi
kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi
kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan
Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas
organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945;
bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang
Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas
contraius.actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan
sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang
menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran
atau paham yang bertentangan dengan Pancasila
dan .Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2OL3 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;
Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun L945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a30);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2OI3 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor tZ
Tahun 2oL3 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia









Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubatr sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD
adalah peraturan dasar Ormas.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat
ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai
penjabaran AD Ormas.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.




a. menggunakan natna, lambang, bendera, atau
atribut yang sama dengan narna, lambang,







b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang,
bendera negara lain atau lembaga/badan
internasional menjadi narna, lambang, atau
bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan n€una, lambang, bendera, atau
tanda gambar yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan nEuna,
lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain
atau partai politik.
(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak
manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan / atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan pennusuhan terhadap suku,
agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyatatrgunaan, penistaan, atau
penodaan terhadap agama yang dianut di
Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum, atau
merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan
wewenartg penegak hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-und angan.
t4l Ormas dilarang:
a. menggunakan narrra, lambang, bendera, atau
simbol organisasi yang mempunyai persamaErn
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
n€una, lambang, bendera, atau simbol organisasi
gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancarrr






c. menganut, mengembangkan, serta. menyebarkan
ajaran atau paham yang bertentangan dengan
Pancasila.
3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60
Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59
ayat (1) dan ayat (21dijatuhi sanksi administratif.
Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan
ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau
sanksi pidana.
4. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian kegiatan; dan/atau
c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau
pencabutan status badan hukum.
(21 Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara
asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal a3 ayat l2l
selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga
dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (2) berupa:
a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh
Menteri; atau
b. pencabutan status badan hukum oleh menteri
yang menyelenggarakan urusarr pemerintahan







(4) Dalam melakukan pencabutan . . sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia dapat meminta
pertimbangan dari instansi terkait.
5. Ketentuan Pasal 62 diubatr sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 62
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud datam
Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal diterbitkan peringatan.
(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan
tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusarr pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian
kegiatan.
(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi
penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l, Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan peinerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencabutan surat
keterangan terdaftar atau pencabutan status badan
hukum.
Ketentuan Pasal 63 dihapus.
Ketentuan Pasal 64 dihapus.
Ketentuan Pasal 65 dihapus.
Ketentuan Pasal 66 dihapus.
Ketentuan Pasal 67 dihapus.












L2. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16, Ketentuan Pasal T3 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
2L. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
24. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80A
Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3)
huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
25. Ketentuan Pasal 81 dihapus.
Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu)




27 . Di antara .
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27. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan.l (satu) pasal,
yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82A
(1) Setiap orarlg yang menjadi anggota dan/atau
pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara
langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3)
huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama
1 (satu) tahun.
l2l Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau
pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara
langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan
.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3)
huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun.
(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana
tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pidana.
28. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal,
yatni Pasal 83A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83A
Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OL3 tentang
Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ini.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai





Agar setiap orang mengetahuinya, nlgmerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta





pada tanggal 10 Juli 2Ol7











PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OL7
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2OL3
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
I. UMUM
Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
"Kemudian daripada itu unhtk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia Aang melindungi segenap bangsa Indoruesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dqn unfitk memajukan kesejahteraan rtmum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Aqng
berdasarkan kem.erdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosfal, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia ifit dalam suafit Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Aang terbenfuk dalam suattt
susunan Negara Republik Indonesia Aang berkedaulatan rakyat dengan
berdasdr kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Aang adil d.an
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakgatan Aang dipimpin oleh hikmat
kebijal<sanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilary serta d.engan
meuujudkan suatu Keadilan sosral bagi seluruh rakgat Ind.onesia".
wujud dari bunyi alinea keempat undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain telah dicantumkan di dalam
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41
yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam






Untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ot3 tentang Organisasi Kemasyarakatan
dan undang-Undang Nomor 9 Tatrun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka umum. Di dalam kedua Undang-Undang
tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga Negara sebagai bentuk
perlindungan Pemerintah terhadap hak d.sasi manusia (HAM). Namun
demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut, setiap
warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain.
Penegasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi
manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J yang berbunyi:
(1) Setiap orang utajib menglrcrmati hak asasf manusia orang lain d"alam tertib
ke hidup an b er masg ar aka\ b erb ang s a, dan b erneg ar a.
(2) Dalam menjalankan lwk dan kebebasannga, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasart Aang ditetapkan dengan undang-undang dengan
malcsud sematiz-mata unhtk menjamin pengalstan serta penglwrmatan
atas hak'dan kebebasan orang lain dan unhtk memenuhi tuntutan Aang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, niloi-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suafit masgarakat demakratis.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep
hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan
pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok Declaration
on Human Rights 1993.
"First tlere is the matter of fair apptication: tlrc approach to human rights tr;,rs
to be '6alanced'; 'double standard.s in the implementation of human r@hts' are
to be auoided; 'concern' ls expressed about the prioritg accorded 'one categorg
of rights'; 'economic, social, atltural, ciuil and political rights' are
interdependent and 'indiuisible and rrutst tlwrefore be 'addressed in an
integrated and balance m.anner'. The barelg disguised subtert here is thnt ciuil
and political ights (with their assertions of democratic and protest rights) lnue
been uronglg prioritised bg the supporters of lrumnn ights in tle Global North
tttith tle result that tle subject of human rights ofien appears exhausted once
th.e issue of democratic freedom l:r,s been fuUA uentilated. In fact from tle






Second the declaration introduces the notion of regional ualues as potentiatty in
opposition to human rights. Ttte 'diuerse and rich qtltures and traditioni 'of
Asia need to be better recognised.. '[Qconfrontation and. th.e imposition if
incompatible ualues' are to be auoided. Tlwugh'unh)ersal in nature', hrtman
rights must, as the, substance of the declaration went on to sag, 'be considered.
in the antert of a dynamic and euoluing process of international norm-setting,
bearing in mind tl.rc signifrcance of national and regional partia,ttarities and.
u arious historical, cttltural and religious b ackgrounds" .
Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok tersebut menegaskan
bahwa Deklarasi HAM universal dalam konteks ASEAN harus
mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan nasional dan
berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran
Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan
secara bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud.
Perkembangan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana
diuraikan, baik dari aspek nasional, regional, maupun internasional telah
membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal
(damai) dan dalam keadaan darurat (emergencgl. Di dalam hukum nasional,
Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan beberapa Undang-Undang lain terkait
perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang merupakan keadaan yang
mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualian tersebut
secara konstitusional dilandaskan pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi
sebagai berikut:
oDalam hal ifutal kegentingdn Aang m.emaksa, Presiden berhak menetapkan
p erafi tran p e me rintah s e b ag ai p e ng g anti undang -undang " .
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 138/Puu-vrl/2oo9, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang
harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,'yakni sebagai
berikut:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalaLr hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga tedadi
kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. KekosongErn hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan c€rra rnernbuat
undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu






Ketiga karakteristik "hal ihwal kegentingan yang memaksa" tersebutjuga sejalan dengan artikel 4 Internationat Ciuenant on Ciuil' and. politicat
Rights (ICCPR), sebagai berikut:
"In time of public effLergencA which threatens the life of the nation and. tlrc
exbtence of which is offtciallg proctaim.ed., tle States Parties to the present
Couenant may take rleesures derogating from their obligations und"er the
present Couenant to the ertent strbtlg required by ttte exigencies of the
sifuation, prouided that such measures are not inconsistent iitn fiieir other
obligations under international law and d"o not inuolue discrimination solelg on
the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin".
Merujuk pada artikel 4 ICCPR di atas, jelas bahwa yang dimaksud
dengan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" adalah termasul "tlveatens
*E lW of tlw nation and th.e existence of uthich is offrciallg proclaimed.
(ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan
keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penilaian atas ancaman
terhadap kehidupan bangsa Ind,onesia dan eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan merujuk pada Artikel 4 ICCPR dan dikuatkan
dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun L945, sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam
rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam
keadaam darurat tersebut.
Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu
yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan,
pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, meialui
media , elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang
menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap
mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara nega-ra. Tindakan tersebut
merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota
masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk
dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.
Pelanggaran terhadap asas-asas Ormas yang telah menegaskan tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat
dicelakan oleh pengurus atau Ormas yang bersangkutan karena telah
melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Ind.onesia,
sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap asas Ormas
yang telah mengakui Pancasila dan Undang-Und.ang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud pikiran, niat jahaiyang semula
telah ada sejak Ormas tersebut didaftarkan.
Maksud . . .
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Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi ormas yang
mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormls berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Iiepublik Ind.onesia Tahun
1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara liepublik Indonesia
Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Unaang-tindang ini telah
memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan diJertai dengan jenis
sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa.











Yang dimaksud dengan "tanpa iztn" adalah tanpa izin












Yang dimaksud dengan ."tindakan permusuhan" adalah
ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara
lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik
maupun tidak melalui media elektronik yang
menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok







Yang dimaksud dengan "kegiatan yang menjadi tugas
dan wewenang penegak hukum" adalah tindakan
penangkapan, penahanan dan membatasi kebebasan
bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agErma






Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan separatis"
adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan
bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas





'"tTjr* dimaksud dengan ,,ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran
ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham
lain yang bertujuan mengg€u1ti/mengubah pancasila












Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif
berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan
pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yang
bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh
Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-
nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tahun t945, sehingga
Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.
Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan
status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas
contrarius actrts, sehingga pejabat yang berwenang
menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga
berwenang untuk melakukan pencabutan,
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah
kementerian/lembaga di bawah koordinasi menteri yang
membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan


















































































Yang dimaksud "dengan sengaja', adalah adanya niat atau
kesengajaan dalam bentuk apapun (kesengajaan dengan
kemungkinan, keseng4jaan dengan maksud/tujuan, arrr
kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah
nyata dari adanya "persiapan perbuatan" luoorbereidingings
handeling) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan
adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.
Yang dimaksud dengan "secara langsung atau tidak
langsung" adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan
Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai
badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat
jahat (mens-real atau itikad tidak baik yang terkandung di
balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang
berasaskan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L94S yang dinyatakan dan
tercantum di dalam Anggaran Dasar ormas, namun di dalam
kegiatannya terkandung pikiran' atau perbuatan yang
b-ertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Oasa,
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